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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 74 TAHUN 2011 

TENTANG 
TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN 

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk lebih memberikan kemudahan dan 
kejelasan bagi masyarakat dalam memahami dan 
memenuhi hak serta kewajiban perpajakan perlu 
mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban 
Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan 
ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
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Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan 
Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan 
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan; 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA 
PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN 
PERPAJAKAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat 
Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. 

2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar 
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak 
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang perpajakan. 

3. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai 
kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-
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lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan 
penghitungannya. 

4. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan 
kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran 
pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data 
dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktur 
Jenderal Pajak, dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, 
menerbitkan/menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau 
mengukuhkan/mencabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 

5. Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi adalah pembahasan antara Wajib 
Pajak dan petugas Verifikasi atas hasil Verifikasi yang dituangkan 
dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi yang 
ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan berisi koreksi baik yang 
disetujui maupun yang tidak disetujui. 

6. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif 
dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk 
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau 
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang perpajakan. 

7. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan antara 
Wajib Pajak dan pemeriksa pajak atas temuan Pemeriksaan yang 
hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil 
Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan berisi 
koreksi baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui. 

8. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan 
untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah 
terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. 

9. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 
pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya. 

10. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya disebut 
P3B adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan 
pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra untuk mencegah 
terjadinya pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak. 

11. Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure) yang 
selanjutnya disebut MAP adalah prosedur administratif yang diatur 
dalam P3B untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam 
penerapan P3B. 
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12. Persetujuan Bersama adalah hasil yang telah disepakati dalam 
penerapan P3B oleh pejabat yang berwenang dari Pemerintah 
Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B 
sehubungan dengan MAP yang telah dilaksanakan. 

13. Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement) yang 
selanjutnya disebut APA adalah perjanjian tertulis antara:  
a. Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak; atau  
b. Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas pajak pemerintah negara 

mitra atau yurisdiksi mitra P3B yang melibatkan Wajib Pajak, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang 
Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya untuk menyepakati 
kriteria-kriteria dan/atau menentukan harga wajar atau laba wajar 
dimuka. 

BAB II 
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN, 

PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN, DAN 
TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK 

Bagian Kesatu 
Nomor Pokok Wajib Pajak 

Pasal 2 
(1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan 

objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 
bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat 
Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau 
tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepada Wajib Pajak diberikan 
Nomor Pokok Wajib Pajak. 

(2) Kewajiban mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara 
terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau 
dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan 
penghasilan dan harta. 

(3) Wanita kawin yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
perpajakan dan: 
a. tidak hidup terpisah; atau  
b. tidak melakukan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta 

secara tertulis,  

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


2011, No.162 5

hak dan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan 
hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suaminya. 

(4) Wanita kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ingin 
melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari 
hak dan kewajiban perpajakan suami harus mendaftarkan diri untuk 
memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. 

(5) Dalam hal wanita kawin yang ingin melaksanakan hak dan memenuhi 
kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan 
suami sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah memiliki Nomor 
Pokok Wajib Pajak sebelum kawin, tidak perlu mendaftarkan diri 
untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pemberian 
Nomor Pokok Wajib Pajak bagi wanita kawin diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

Pasal 3 
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 
berhak dalam kedudukannya sebagai subjek pajak menggunakan Nomor 
Pokok Wajib Pajak dari orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut 
dan diwakili oleh: 

a. salah seorang ahli waris; 

b. pelaksana wasiat; atau  

c. pihak yang mengurus harta peninggalan. 

Pasal 4 
(1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib 

Pajak, dapat melakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak 
dan/atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 

(2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pencabutan 
pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan berdasarkan Pemeriksaan atau Verifikasi. 

(3) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pencabutan 
pengukuhan Pengusaha Kena Pajak berdasarkan Verifikasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Wajib Pajak 
yang memenuhi kriteria tertentu. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan Nomor Pokok 
Wajib Pajak dan/atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena 
Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
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